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BANJARMASIN - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan berharap penegakan
hukum yang dilakukan oleh Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan
Selatan (Kalsel) menjadi salah satu instrumen yang dapat menambah
pemasukan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal
tersebut bisa dilakukan dengan cara melelang barang sitaan dari sebuah
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permasalahan yang sudah memiliki ketetapan hukum.

"Kami ingin katakan, memang ada di KUHP, terkait penyidik pada tingkat Polri,
bisa dilakukan upaya melepas barang sitaan dengan cara lelang. Tetapi itu pun
juga dibatasi dalam konteks tidak sampai mengurangai nilai aset," terang Arteria
usai pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kalsel Irjen Pol
Rikwanto beserta jajaran dan Kepala Kejati Kalsel Mukri di Mapolda Kalsel,
Banjarmasin, Jumat (1/4/2022).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan harus ada ketegasan dari aparat
penegak hukum terhadap barang-barang sitaan yang berpotensi menjadi PNBP
"Misalnya dari aktivitas pertambangan seperti dump truck, escavator, kapal
tongkang, Kami minta betul jika ini akan disita, maka sitalah," tegas Arteria. 

Dirinya ingin memastikan, barang-barang hasil sitaan itu harganya tetap stabil
dan tidak turun. Apalagi ia sempat mendapatkan informasi bahwasanya ada
barang sitaan yang justru tidak disita, malah justru dipakai untuk kerja-kerja ilegal
di tempat lain. 

"Kami berharap, ini bisa ditertibkan dan penegakan hukumnya mampu
memberikan kepastian dan utamanya bisa meningkatkan penerimaan negara
dari sektor PNBP," tuturnya. 

Di sisi lain, Arteria meminta kepada Kapolda Kalsel juga Ka. Kejati Kalsel
membuat roadmap terkait aktivitas pertambangan. Menurutnya, dengan adanya
roadmap ini, akan mudah mengetahui tambang mana saja yang memiliki izin
lengkap, juga tambang yang berizin namun luas lahan yang dikelola melebihi
area yang diizinkan. 

"Karena kami ingin memastikan pengelolaan SDA ini bisa inline dan sesuai
dengan perolehan royaltinya. Kita bisa melihat eksploitasi begitu besar, akan
tetapi royalti dari sektor pertambangan di Kalsel jumlahnya sebegitu saja.
Makanya kami minta betul dilakukan pemetaan yang mendasar," tuturnya.  

"Sekarang batu bara naik, harga jalannya tinggi, cost pelabuhannya juga tinggi.
Ini sedang kita coba mencarikan solusi dan jalan keluarnya. Sehingga setiap ada
keuntungan apapun dan sebesar apapun, rakyat dan negara harus menerima
manfaat yang di depan," tambah Arteria. (es)


